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KATAPENGANTAR

Sudah diketahui bahwa scjak lama sudah banyak himpunan peraturan
mengenai Hukum Perkawinan. Tetapi peraturan ini dihimpun terutama
sctelah berlakunya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia dan perbedaan penafsiran terhadap Pasal 36 UU No. 1/
1974 "Tentang Perkawinan, setidaknya berkaitan dengan 3 (tiga) hal.

Tiga hal dimaksud adalah Asas kesetaraan jender, Harta benda
yang diperoleh selama perkawinan, dan tentang Perkawinan beda
agama.

Pertama, tentang asas kesctaraan jender. Pasal 31 ayat 3 UU No. 1/
1974 ‘Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut “Suami adalah
Kepala Keluarga dan Istri 1bu rumah tangga.” Aliansi kaum
perempuan Indonesia menggugat ketentuan ini. Dikatakan tidak
mencerminkan kesetaraan Jender.

Jika dihubungkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999
(‘Tentang Hak Asasi Manusia) menurut hemat penghimpun sudah terdapat
asas kesctaraan jender dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 1/1974 itu.
Pasal 51 ayat (1) UU No. 39/1999, berbunyi sebagai berikut: Seorang
istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung
Jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan
dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-
anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

Lebih lanjutjika dihubungkan dengan budaya dan agama yang diyakini
olch mayoritas masyarakat Indonesia ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3)
UU No 1/1974 tersebut, dapat dikatakan sudah tepat.

Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam masyarakat patrilineal,
perempuan ditempatkan scbagai subordinat terhadap laki-laki. Laki-laki
lebih dominan dan menentukan daripada perempuan.

Kemudian menurut agama Kristen diyakini bahwa perempuan
diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga laki-laki harus melindungi
kaum perempuan. Demikian pula dalam agama Islam pada umumnya
diyakini bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan.

Kedua, tentang larta Bersama. Pasal 36 ayat (1) UU No. 1/1974
tentang perkawinan berbunyi: “Mengenai harta bersama suami atau
istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”




Kata “dapat™ dalam pasal ini jika diberi penafsiran gramatikal berarti
“dapat 1a” dan “dapat tidak”. Penafsiran ini merupakan penafsiran yang
paling sederhana hanya melihat dari segi tata bahasa.

Dengan demikian seorang suami dapat bertindak terhadap harta
bersama dengan atau tanpa persetujuan istri dan sebaliknya.

Penafsiran sepertiini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 443 K/Pd1/1984, tanggal 26 September 1985 dan
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 3272 K/Pdt/1987,
tanggal 29 Juni 1989 (lihat Sudargo Gautama: Himpunan Jurisprudensi
Indonesia, Jilid 7 dan Jilid 14, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993 dan
1995, halaman 389 dan 427).

Keduaputusan Mahkamah Agung ini menentukan bahwa: baik dalam
hal pembebanan maupun penjualan milik harta bersama harus mendapat
persetujuan dari pihak istri.

Lagipula jika dilakukan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 36 ayat
(1) UU No. 1/1974, bertentangan dengan asas kemanfaatan bagi
masyarakat dan Pasal 51 ayat (1)danayat (3) UU No. 39/1999 ('Tentang
Hak Asasi Manusia). Seharusnya digunakan penafsiran sosiologis
(teleologis) scbagaimana dapat dilihat dari kedua putusan Mahkamah
Agung terscbut. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang sesuai
dengan tujuan sosial dari Undang-Undang itu.

Dapat ditambahkan pula bahwa Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam,
berbunyi, sebagai berikut: Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain
tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Ketiga, tentang perkawinan beda agama. UU No. 1/1974 tentang
perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Hanya dikatakan,
Peraturan PerkawinanCampuran, Stb. 1898 No. 158, sudah tidak berlaku.
Oleh karena itu masalah perkawinan beda agama sampai saat ini masih
memunculkan perbedaan pendapat. Apalagi dikaitkan dalam Konteks
HAM, terutama setelah berlakunya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia.

Ketentuan Umum Pasal 1 butir 3 UU No. 39/1999, memberikan
pengertian diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecchan atau pengucilan
yang langsung, ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang
berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan,
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pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar

dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,

ckonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Selanjutnya Pasal 16 ayat 1 dan 2 Deklarasi Umum tentang Hak-
Hak Asasi Manusia (DU AM) berbunyi sebagai berikut:

(1) Orang-orang dewasa baik pria maupun wanita dengan tidak dibatasi
kebangsaan, kewarganegaraannya atau agama berhak untuk mencari
jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang
sama dalam soal perkawinan di dalam perkawinan dan di kala
perceraian.

(2) Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari
kedua mempelai,

(3) Dan seterusnya.

Di lain pihak hukum Islam melarang secara mutlak perkawinan antara
scorang wanita muslim dengan pria non-muslim,

Kemudian Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Seorang
wanita Islam dilarang melangsunglkan perkawinan dengan seorang
pria yang tidak beragama Islam.

Masih dalam konteks ini, Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999,
alinea ketiga, antara lain mencgaskan, Kebcbasan setiap orang dibatasi
oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban
kewajibanmengakuidan menghormati hak asasiorang lain, Kesimpulan-
nyamasalah perkawinan beda agama masih merupakan persoalan krusial.

Selanjutnya himpunan ini dilengkapi pula dengan Peraturan
Perundangan Hindia Blanda yang berkaitan dengan sejarah berlakunya
ITukum Perdata di Indonesia.

Pembagiantiga golongan penduduk sebagaimana dikenal dalam Pasal
163 1.S. adalah merupakan lanjutan dari Pasal 6 s/d. 10 A.I3, Pasal 109
R.R. lama dan Pasal 109 RR. baru.

Naskah RR. lama sebagaimana yang diundangkan melalui Stb. 1855
nomor 2, tidak ditemukan oleh Penghimpun, yang ada dalam Himpunan
iniialah R.R. 1894 s/d. 1897.

Pasal 131 1.S., yang merupakan lanjutan dari Pasal 11 dan 12 AR,
Pasal 75 RR lama dan Pasal 75 RR baru yang memberlakukan hukum
yang berbeda-beda terhadap ketiga golongan ini.

Untuk golongan Eropah berlaku Hukum Eropah (KUH Perdata).
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Untuk golongan Timur Asing berlaku Hukum Adat. Untuk golongan Bumi
Putera berlaku Hukum Adat.

Melalui Stb. 1855 nomor 79, untuk golongan Timur Asing dinyatakan
berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang mengenai
Hukum Haita Keckayaan dan Waris testamenter. Keadaan ini berlaku
sampai I Mei 19 19.

Kemudian dalam perkembangannya untuk golongan Timur Asing
Tionghoa, melalui Stb. 1917 no. 129, berlaku tanggal 1 Mei 1919,
dinyatakan berlaku hampir seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagaimana untuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa dan golongan
Bumi Putera? Stb. 1917 nomor 12 (Lembaga Penundukan Sukarela),
memberi kemungkinanuntuk:

1. tunduk dengan sukarela kepada seluruh Hukum Perdata Barat (Pasal

-17),
2. tunduk dengan sukarela kepada sebagian Hukum Perdata Barat

(Pasall8-25),

3. tunduk dengan sukarela kepada Hukum Perdata Barat, mengenai *
suatu tindakan hukum tertentu (Pasal 26--28), ”
4. penundukan secara diam-diam (Pasal 29).

Ketentuan-ketentuan ini masih dianggap relevan, karena ternyata
dalam bidang Hukum Perkawinan dan Hukum Waris, pembagian golongan
penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 LS. jo. 131 LS. masih
diakui dan dipertahankan (PPasal 37 UU Perkawinan, UU No. 1/1974),
Bahwa dengan berlakunya UU Kewarganegaraan, No. 12/2006, untuk
masa yang akan datang, pembagian golongan penduduk ini tidak akan
dikenal lagi.

Semoga bermanfaat.

Bandung, Mei 2008

Penghimpun
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN
DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan
hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang
berlaku bagi secmua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keltetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/IMPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG-UNDANGTENTANG PERKAWINAN.

BABI
DASARPERKAWINAN

Pasal 1
2. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
‘Mahaesa.




Pasal 2
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinandicatat menurut. peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai -
seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepadascorang suami untuk beristeri
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang :
bersangkutan. ‘

Pasal 4 ]

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari scorang,
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini,
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dacrah
tempat tinggalnya. :

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin |
kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;
c. isteritidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini,
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isterti,
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- :
isteri dan anak-anak mereka. 5
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak -
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak
mungkindimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam :
perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-




kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BABII
SYARAT-SYARATPERKAWINAN

Pasal ¢

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan scorang yang belum mencapai
umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(’5) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka
izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang
masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai
hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka

- masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut

dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih

- diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan

~ dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),
(3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
© - sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
. dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7
(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
~ (enam belas) tahun.

(2).Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
.= dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh




kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua ;
orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,
berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal _5
ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun -
keatas;

b. berhubungandarahdalam garis keturunan menyamping yaitu antara :

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang :
dengan saudara nencknya; :

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak
tiri; '

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara
susuan dan bibi/paman susuan;

e. berhubungansaudaradenganisteriatausebagaibibi atau kemenakan
dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku, dilarang kawin,

Pasal 9
Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak
dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2)
dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10
Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan :
yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka
tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

Pasal 11 _ .
(1) Bagiseorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu
tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur
dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.




Pasal 12
Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-
undangan tersendiri,

BABIII
PENCEGAHAN PERKAWINAN
Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis
keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali,
pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang
berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah
berlangsungnya perkawinan apabilasalah scorang dari calon mempelai
berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut
nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang
lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang scperti
tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15
~ Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah
satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan,
dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi
ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

ARTIAES Pasal 106
(1)-Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya
= ’perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal
8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
(2):Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1)
-.-pasal inidiatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

R Pasal 17
(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah
hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan




JI. Permai 28 No, 99 Telp, 5403533
Bandung 40218
e-mail:nuansaaulia@yahoo.co.id

Seiring dengan perjalanan waktu, ditemukan beberapa

kelemahan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Porkawman.
Antara lain sebagai contoh dapat dikemukakan:

- Memberi kemungkinan adanya manipulasi hukum

terhadap sahnya perkawinan. Jika suatu perkawinan
dilangsungkan di dalam Negeri, maka agama yang
menentukan sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat 1), sedang-
kan pencatatan merupakan tindakan administratif. Tetapi
jika perkawinan itu dilangsungkan di luar negeri, maka
pencatatan secara administratif yang menentukan sahnya
perkawinan itu (Pasal 56 ayat 1 dan 2). Terlihat bahwa UU
No. 1/1974 ini tidak konsisten, sehingga mudah (dapat)
disalahgunakan terutama dalam hal perkawinan beda
agama.

Memungkinkan adanya perbedaan pendapat dalam
menafsirkan kata “dapat” dalam pasal 36 ayat (1) UU No.
1/1974.

Algemene Bepalingen van Wetgeving, Regerings
reglement, Indische Staatsregeling, jika kita bandingkan

dengan keadaan sekarang adalah setingkat dengan Undang -
Undang Dasar.

Dalam kaitannya dengan sejarah berlakunya Hukum
Perdata di Indonesia ketiga peraturan ini dilengkapi dengan

beberapa Staatsblad, antara lain,Stb.1855n0.79,5tb.1917 no.
12.,dan Sth.1917 no.129.

Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengat
Sejarah Hukum Perdata, tetapi juga dengan Sejarah Huku
Pidana,Hukum Tatanegara,dan lain-lain.
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